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ditetapkan lzin Operasiona
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim
huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Ke im:-:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan K abupaten Poso
ingat . 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,
2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan
kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tmiang
rintah Daerah, (Lem’bamn wRapuh’lm
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentan
Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Ta.hu‘ﬁ
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

dan Pﬂnyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
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10. Peraturan Menteri Pendidikan dan l-.ehutzi.‘rll:'”jr[:‘i ;{eria
11 Tahunm 2015 tentang Crganisas a ]
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Pengelolaan dan Penyelenggarasn Pendidi :
Pepdidikan Nasional Nomor 58 Tahun

Memperchatikan 1 Kaatisin Mentil o1
j it pendidikan Anak Usia Dini

2009 tentang Standar
Pernturan Menteri Pend
2014 tentang Standar Pe

idikan Nasional Nnmm'_ 1_3? Tahun
ndidikan Anak Usia Dini
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MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama Lembaga KB MENTARI INDONESIA SEPE

Jenis Pendidikan . Kelompok Bermain (KB]

Alamat ¢ JJInTrans Poso Ampana

Kelurahan/Desa ! Desa Sepe

Kecamatan : Lage

Kabupaten : Poso

Pengelolah : YETTIDIAN A. MERONTJO, 5.Th

Kedua : Sepala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/
kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) menjadi tanggung jawab yavasan/penyelenggara

sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak

menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri
Ketiga . Pemegang lzin tersebut :

1. Wajib Menyelenggarakan Program PAUD sesual dengan
pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan
kurikulum vang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan
vang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta

Keempat : Apabila keputusan pada dictum dua dan tiga tidak dipenuhi,

maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.

Kelima - lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2022 s/d 11 April 2024,




: Keputusan ini berlaky sejak
ketentuan apabila dikemudian h:
Surat Keputusan ini, akan di
mestinya.

tanggal ditetapkan, den
irl terdapat kekeliruan dg
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ikan Kebuday Riset dan Teknologi di Jakarta;

insi Sulawesi Tengah di Palu;

sndidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
bupaten Poso di Poso;

ndidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso di Poso
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